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Abstrak

Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional
fakir miskin sangat menarik dikaji. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban
negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan
menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil
konsep bantuan hukum model kesejahteraan. Tulisan ini akan menganalisa
putusan MK No. 88/ PUU-X/2011 mengenai hak konstitusional fakir miskin
untuk memperoleh bantuan hukum yang menjadi kewajiban negara. Pemberian
bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional
fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal,
dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional
diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari
keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum
dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah perlu melakukan
verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi
bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi
bantuan hukum.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Kewajiban Negara, Hak Konstitusional, Fakir
Miskin
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Abstract

Legal aid as the state’s obligation to fulfill the constitutional rights of the poor
very interesting study. The provision of legal aid as the state’s obligation to fulfill
the constitutional rights of the poor is to provide funding to legal aid through the
state budget. Because the Law No. 16 Year 2011 on Legal Aid takes the concept of
legal aid welfare model. This paper will analyze the decision of the Court No. 88
/ PUU-X/2011 the constitutional rights of the poor to obtain legal assistance that
the duty of the state . The provision of legal aid as the state’s obligation to fulfill
the constitutional rights of the poor expanded in the Law No. 16 Year 2011 on
Legal Aid , involving not only advocate, but also paralegals, lecterur and college
students of faculty of law. This is because the constitutional legal aid was adopted
by Act No. 16 of 2011. Thus justice seekers who are unable or poor should get
legal assistance in legal proceedings to obtain justice. Governments need to do the
verification, selection, and evaluation, as well as provide accreditation for legal aid
agencies that meet or do not qualify as legal aid.

Keyword: Legal Aid, State Liability, Constitutional Rights, Poverty

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum yang menganut paham rule of law, menurut Dicey
mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:!
1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
2. persamaan di muka hukum (equality before the law);
3. supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa
aturan yang jelas.

Sedangkan Menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung
4 (empat) unsur, yaitu:?
1. adanya pengakuan HAM;
2. adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
4. adanya peradilan tata usaha negara.

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia. Sebuah katalog hak dasar
yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak
saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik,

t Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, 2008, h. 11.

2 Ibid
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melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-
hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob).?

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-
undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34.
Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik — International Covenant on Civil and
Political Rights), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin
akan persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Semua
orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya
diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan
politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau
status yang lain-lainnya.*

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi
bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum
merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau
berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan
salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip equality before the
law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan
konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945
hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (rechstaat), yaitu supremasi
hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law),
dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum
(due process of law).> Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat
di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan
hukum.”

Pasal 38 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan:

“Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan
dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan
advokat.”

®  Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2007, h. xi-xii.

4 APatra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, h. 47.

® Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan,
Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, h. 97-98.
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Kemudian, dalam Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:

“Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan
menjunjung tinggi hukum dan keadilan.”

Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian
jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang
mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik
langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak
mampu,® adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh
advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan
hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari
tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum
(pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun
sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak
ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.” Substansi
bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah
bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa
syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem
Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya
terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.®

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat
dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat,
sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.
Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi his entity and
dignity as a human being, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur
kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan
hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi
utama yang melekat pada dirinya.’

Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia, Bandung: Alumni, 1980, h. 112.
Abdussalam, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2008, h. 25.

0.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT Alumni, 2006, h. 237.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1-2.
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Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi
tersangka atau terdakwa antara lain:!°
1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. Harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah;
3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup;
4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini.

Hak-hak warga ini tidak akan ada artinya, bilamana secara sewenang-wenang
negara dapat (melalui aparatnya); membunuh (extrajudicial execution), menangkap,
menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara
dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik tersebut menyimpang dari ketentuan
suatu negara hukum.!

Hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan
pengadilan (yurisprudensi) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum.
Menurut Mardjono asas-asas tersebut di atas adalah bagian dari pemahaman
yang benar tentang due process of law (proses hukum yang adil) yang salah satu
unsurnya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk
dapat membela diri sepenuh-penuhnya. Bagaimana seorang tersangka dapat
dengan baik membela dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak
diberitahukan dengan jelas alasan penangkapannya. Asas ini juga menjelaskan
mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas
perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada
jaksa/penuntut.'?

Pengertian Bantuan hukum dalam KUHAP menurut M. Yahya Harahap!?
menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa
bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian
jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak
pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan
miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh
para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa’.

1 pid, h. 2.

% Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan
Pidana Indonesia, (Bandung:Alumni, 2007), h. 111.

2 bid

B8 M. Yahya Harahap, op.cit, h. 348.
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur
norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pasal 6
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur
pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan
oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian
bantuan hukum berada pada tangan advokat. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan
bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan
undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus
dan memiliki program bantuan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga
terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan
rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

PEMBAHASAN

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “bantuan” bermakna “pertolongan”
atau “sokongan”.'* Black’s Law Dictionary mendefinisikan bantuan hukum sebagai
berikut: “Country wide system administered locally by legal services is rendered
to those in financial need and who cannot afford private counsel”'> Menurut Dr.
Mauro Cappelleti'® program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak
zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum
erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum
yang berlaku. Pada Zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus
hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.

¥ Kamus Bahasa Online, http://kamushahasaindonesia.org

% Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009, h. 21.

6 Adnan Buyung Nasution, op.cit., h. 3-4.
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Pada zaman Abad Pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi
baru, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity)
dalam bentuk membantu si miskin dan bersama-sama dengan itu tumbuh pula
nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaan (chivalry) yang sangat diagungkan
orang. Sejak Revolusi Prancis dan Amerika Serikat di zaman modern sekarang ini,
motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa kemanusiaan
kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau
hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan
mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara
kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini
membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan
dan keadilan sosial.'’

Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut,
timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyaraka.
Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “Legal Aid Modern Themes
and Variations”, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum
ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan
hukum model kesejahteraan. Menurut Cappeletti dan Gordley, bantuan hukum
yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat
untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan
hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana
mereka yang memerlukan bantuan hukum dapat meminta bantuan pengacara dan
kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.'®

Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan
kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang
diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state). Bantuan hukum
kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi
ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan
sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.
Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara
mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya
sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan

T |bid
8 Binziad Kadafi, et al., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001), h. 207-208.
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hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum
kepada warganya.'?

Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Sloot membedakan bantuan

hukum ke dalam lima jenis, yaitu:?°

1. Bantuan Hukum Preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan
dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada
masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai
warga negara.

2. Bantuan Hukum Diagnostik, disini bantuan hukum dilaksanakan dengan cara
pemberian nasihat-nasihat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.

3. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, bantuan hukum ini lebih bertujuan
untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret
yang terjadi di masyarakat. Hal ini biasa dilakukan dengan cara memberikan
asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa/
menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.

4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum; bantuan hukum ini dimaksudkan
untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

5. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum, merupakan bantuan hukum yang usaha-
usahanya lebih ditujukan mengadakan pembaruan hukum, baik itu melalui
hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang
sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum
dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam,
yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.?!

Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada
masyarakat yang tidak mampu dalam bantuk pendampingan oleh Advokat atau
pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh advokat atau
pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka
pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti
arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh
lapisan masyarakat.?

Ibid, h. 208.

° Ibid, h. 208-209.
2 Ibid, h. 209.

2 bid
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Dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan
tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum
masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi,
bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan
pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Di samping itu, tujuan lainnya
adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya
terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi
kepentingan pembangunan.?

Menurut Mas Ahmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum di Jakarta,
bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke
dalam tiga aktivitas, yaitu:

().  Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan
korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat
merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri;

(IND. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-
undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya
dijadikan corong - dengan persetujuan klien tentunya - untuk menyampaikan
pesan ketidaadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga
harus dicabut atau diubah;

(IIT1). Melancarkan aktivitas policy reform dengan mengartikulasikan berbagai
cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk
mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Merujuk pada konsep bantuan hukum yang telah dikemukakan diatas,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil
konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu
hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial
yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state). **Bantuan hukum
kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi
ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan
sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.
Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara
mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya
sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan

% lbid, h. 209-210.
% 1bid, h. 208.
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hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan
hukum kepada warganya. Selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum juga mengambil konsep bantuan hukum konstitusional®
yaitu Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan
hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka
untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang
sama dengan golongan masyarakat lain.

Analisis dalam tulisan ini lebih menekankan pada putusan MK No. 88/
PUU-X/2011, Yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Advokat
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh
hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberi jasa hukum tidak hanya
advokat, akan tetapi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan bantuan hukum. Selain itu, Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen
terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

1. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19
Desember 2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Dkk.
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

UU Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum
secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan
Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh
negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk
pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat
untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan
hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum,

% Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV Mandar Maju, 2009, h. 29.
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yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi,
dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang-Undang; Oleh karena pemberian
bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan
pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk
advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Apabila
advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini
maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan
hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan
pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
sebagaimana diatur dalam UU Advokat;

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, pemberian bantuan
hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-
syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan
bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan
hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan
bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.
Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di
Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia
sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh UUD
1945. Kemudian, apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum,
tampaknya UUD 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekedar
negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara
hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Kesimpulan ini dipertegas
oleh alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:?

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke
adilan sosial...”

Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan
dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak
perlu.?” Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi

% Mien Rukmini, op.cit, h. 50-51.

7 Ibid
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yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang
mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang
lain dihormati. Thomas Paine dalam bukunya Rights of Man menyatakan:?®

“A Declaration of Rights is, by reciprocity, a Declaration of Duties
also. Whatever is my right as a man, is alsothe right of another and
it becomes my duty to guarantee, as well as to possess” (Dikutip dari
Patrick J.O.Mahony)

Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga
kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya,
serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak
asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya
adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk
dibela advokat atau penasehat hukum.?

Dalam Universal Declaration of Human Rights dijamin hak bagi setiap orang
untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan di depan hukum. Dikatakan
dalam Pasal 6 dari Deklarasi tersebut:*°

“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before
the law”

Sementara itu Pasal 7 juga menyebutkan:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination
to equal protection of the law. All are entitled to equal protection
againts any discrimination in violation of this Declaration and againts
any incitement to such discrimination.”

Selain itu dalam International Covenant and Civil and Political Rights juga
dijamin tentang persamaan di hadapan hukum terhadap setiap warga negara.
Pasal 16 International Covenant on Civil and Political Rights menyebutkan:3!

“everyone shall have the right to recognition everywhere as a person
before the law”

28

9

0

1

Binziad Kadafi, et al., op.cit, h.218

Ibid
Ibid
Ibid

, h.218-219.
, h. 219.
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Prinsip ketiga dari the Basic Principles on the Role of Lawyers yang
mensyaratkan negara/pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup dan
infrastruktur lainnya yang tidak beruntung. Suatu negara hukum (rechtstaat)
baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokarsi dan hak asasi
manusia manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam
kedudukan yang sejajar (on equal footing), kekuasaan negara dibatasi oleh
hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap
pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan kekuasaan yang
dimiliki oleh negara (abuse of power) terhadap warga negaranya.

Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD 1945) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip
kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law).3
Sehubungan dengan prinsip tersebut, maka dalam Pasal 27 ayat (1) UUD
1945 telah menjamin kedudukan setiap warga negara baik di dalam hukum
maupun pemerintahan. Demikian juga dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mengenai konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum atau lebih
dikenal sebagai prinsip equality before the law, Subhi Mahssani memberikan
pendapat bahwa:3?

“Persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan
seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan
di antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama,
serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.”

Selanjutnya dikatakan Subhi, bahwa persamaan secara undang-undang,
meliputi dua aspek, yaitu aspek persamaan dalam memperoleh perlindungan
undang-undang dan aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan pula
bahwa persamaan yang merupakan hak asasi manusia, ialah persamaan di
depan hukum dan perundang-undangan dimana persamaan itu meliputi
perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.?*

% Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, op.cit., h. 89.
¥ Mien Rukmini, op.cit, h. 29.

* lbid
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Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau
penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka
pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada
kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk
menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan
mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian
besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan
dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan
rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan
hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan
dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga
dimaksudkan guna terciptanya prinsip "fair trial” di mana bantuan hukum
yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian
suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan,
amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan
aturan yang ada terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di
persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.?

Pelaksanaan bantuan hukum hukum sebenarnya terasa betul ketika
anggota masyarakat masuk ke dalam suatu rangkaian proses hukum di mana
ia berhak mendapatkan pembelaan dari advokat untuk menjamin tercapainya
proses hukum yang adil (due process of law) dan mencegah terjadinya
pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh negara ketika ia berhadapan
dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika ia
berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan
kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Karena itu perlu adanya jaminan
negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan bantuan hukum, yang salah
satunya dapat diberikan dalam peraturan perundang-undangan.3¢

Selain sebagai kewajiban negara, bantuan hukum juga untuk mewujudkan
kesejahteraan dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam APBN untuk
merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan
hukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir miskin
yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak fakir miskin yang

% Binziad Kadafi, op.cit, h.219-220.
% Ibid, h. 221.
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diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang
diperoleh dari negara maupun masyarakat.?’

Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal
19 Desember 2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H.
Dkk. memperluas para pihak yang memberikan bantuan hukum kepada
warga negara miskin dan tidak mampu yang menjadi hak konstitusional,
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang
dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat
memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa
fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi
militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi
bantuan hukum (vide Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya);
Dalam Putusan Nomor 006/PUU-11/2004, tertanggal 13 Desember 2004,
halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk
mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana
dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam
LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi
pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang
mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat
profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap
penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas
Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam
fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian
jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum
pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan
hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan
pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan
oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur,
Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju
sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamabh, pelayanan
pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum

% Frans Hendra Winarta, op.cit, h. 174-183.
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merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi
fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada
masyarakat; Dalam menangani persoalan hukum masyarakat, paralegal, dosen,
dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama. Oleh
karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi
bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus
memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut
diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma
(pro deo atau pro bono publico) kepada masyarakat yang lemah dan miskin,
baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan
peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.*® Selain advokat
menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19
Desember 2013 tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan
hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk
mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan
tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD
1945). Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan
di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak boleh
bertentangan dengan hukum. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian,
negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik para
fakir miskin. Oleh karena itu, orang miskin pun berhak untuk mendapatkan
bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid), sama
seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal
service). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan
merupakan hak konstitusional setiap warga negara.*

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk
rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih
luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum,
penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi

% Frans Hendra Winarta, op.cit, h. 163.
¥ Patra M. Zen, et al, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI dan AusAID, 2009, h. 34-35.
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utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini
lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual
akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal legal juga melalui jalan
politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum
tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, tetapi melalui jalur
politik dan negosiasi. Oleh karena itu, aktifitas seperti kampanye penghapusan
ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif
rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum
masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum
konstitusional.*

Dengan demikian, lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak
terbatas pada pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi
dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan
pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum
untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka
untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak
yang sama dengan golongan masyarakat lain.*!

Pemerintah Melakukan Verifikasi, Seleksi, dan Evaluasi, Serta
Memberikan Akreditasi Bagi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19
Desember 2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Dkk
mensyaratkan Pemberi Bantuan Hukum Diverifikasi dan Diakreditasi Oleh
Pemerintah untuk memperoleh dana bantuan hukum dari pemerintah.

Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan berlakunya Pasal
7 ayat (1) huruf b UU Bantuan Hukum yang menentukan bahwa Menteri
berwenang melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai
Pemberi Bantuan Hukum telah mengintervensi para Pemohon selaku advokat
untuk memberikan pelayanan bantuan hukum. Pemohon juga berpendapat
bahwa “organisasi kemasyarakatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b UU Bantuan Hukum tidak dapat dikatakan sebagai organisasi

“ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, op.cit, h. 28-29.
‘L bid, h. 29.
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profesi penegak hukum dan tidak termasuk pula dalam kategori fungsi
kekuasaan kehakiman dalam kategori “badan-badan lain”. Oleh karena itu,
Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 24
ayat (3) UUD 1945; Para Pemohon juga mendalilkan pada pokoknya bahwa
Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e UU Bantuan
Hukum tidak termasuk dalam kategori “badan-badan lain” yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menurut para Pemohon, pemberian
bantuan hukum oleh dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) tidak termasuk kategori “badan-badan lain” dan merugikan
hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e UU Bantuan Hukum menimbulkan
ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut
Mahkamah, syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum,
terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus,
dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk
menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan
bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu
melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi
lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi
syarat sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun mengenai syarat memiliki
kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki pengurus adalah wajar karena
terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum
oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban
keuangan negara yang dipergunakannya. Khusus mengenai syarat keharusan
memiliki program bantuan hukum, hal tersebut menjadi penting karena
berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan pemberian
bantuan hukum. Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia perlu diberi
kewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tersebut;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
menentukan siapa saja yang wajib menjalankan program bantuan hukum
dan cara menjalankannya. Undang-undang bantuan hukum juga mengatur
organisai mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai organisasi bantuan
hukum. Hal ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu
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beberapa organisasi yang mengklaim sebagai organisasi bantuan hukum
namun berpraktik komersial sebagaimana layaknya suatu kantor advokat
dan tidak menjalankan praktik pekerjaan pro bono publico.*

Untuk menjaga standar dan kualitas organisasi bantuan hukum, perlu
didirikan suatu organisasi bantuan hukum, perlu didirikan suatu organisasi
payung yang membawahi semua organisasi bantuan hukum yang ada di
Indonesia. Organisasi payung ini bertujuan menentukan standar minimum
suatu organisasi untuk bisa dikualifikasikan sebagai organisasi bantuan hukum.
Sebagai contoh, standar minimum yang harus ditetapkan misalnya profil para
pendiri dan pengurusnya (track record), fokus dan kompetensi, sumber dana,
jumlah pekerja bantuan hukum dan personel yang dipekerjakan, dan jumlah
kantor cabang yang dimiliki.*?

Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk
didujung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.
Tidak berlebihan jika APBN mengalokasikan dana bantuan hukum guna
mengentaskan kemiskinan. Alokasi dana dari APBN ini akan dikoordinasikan
melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.** Pasal 7 ayat (1) huruf b
UU Bantuan Hukum yang menentukan bahwa Menteri berwenang melakukan
verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan
Hukum. Menurut Mahkamah, syarat pemberi bantuan hukum yang harus
berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu
yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum
berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut,
Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan
akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak
memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun mengenai syarat
memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki pengurus adalah
wajar karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian
bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan
pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Oleh karena itu,

“ Frans Hendra Winarta, op.cit, h. 173.
“Ibid, h. 174.
“Ibid, h. 183.
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organisasi pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan dana bantuan hukum
dari APBN harus dilakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan
akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak
memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

4. Bantuan Hukum Struktural

Pada tahun 1980 konsep bantuan hukum struktural menjadi arus utama
LBH menuju pendampingan hukum kolektif. Dengan diperkenalkannya konsep
ini, bantuan hukum diharapkan menjadi aktivitas jangka panjang. Fokus LBH
akhirnya diubah dari skema litigasi menjadi nonlitigasi.** Halangan utama
dari bantuan hukum struktural adalah pemerintah yang berkuasa itu sendiri.
Pemerintah sangat memperhatikan bahwa bantuan hukum struktural akan
beralih menjadi gerakan politis dan subversif yang mencoba menantang
pemerintah yang berkuasa.** Bantuan hukum struktural tujuannya adalah
membuat masyarakat sadar akan hak asasi manusia dan hak fakir miskin
untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum struktural yang mengacu
kepada upaya merombak ketidakadilan dalam sistem sosial. Bantuan hukum
ini tidak saja diarahkan untuk membantu individu dalam kasus tertentu,
tetapi juga menekankan kasus-kasus yang bersifat struktural. bantuan hukum
menjadi kekuatan yang bergerak menuju restrukturisasi orde sosial agar
tercipta pola hubungan yang lebih adil dan emansipatif. Bantuan hukum
struktural harus memihak mayoritas penduduk yang lemah. Menurut Adnan
Buyung Nasution bantuan hukum struktural terdiri dari serangkaian program
kegiatan yang bertujuan mengubah pola hubungan yang tidak adil menjadi
pola hubungan yang sejajar dan emansipatif melalui sarana hukum maupun
sarana lainnya. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang
memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.*’

Apabila ditarik garis tegas diatas dari seluruh uraian yang telah dipaparkan,
bantuan hukum untuk mewujudkan hak Kkonstitusional fakir miskin dimaknai
sebagai sebuah kewajiban yang diberikan oleh negara kepada fakir miskin yang
masuk ke dalam proses hukum sebagai hak konstitusional. Negara melalui Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan
hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum

% Ibid, h. 59.
“Ibid, h. 61.
7 Ibid, h. 63-65.
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dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum
dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan
Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang,
memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki
program bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan akan
diberikan dana kepada pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan program
bantuan hukum. Program bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diperluas dengan melibatkan tidak hanya
advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sehingga
bukanlah hal yang wajar pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin tidak
mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan.
Selain itu yang lebih menguatkan adalah dengan diadopsinya konsep bantuan
hukum model kesejahteraan dan konsep bantuan hukum konstitusional.

KESIMPULAN

1. Terhadap Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk
memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana
kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan
hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan
kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang
diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state). Persamaan
di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum
adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian
keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada kenyataannya tidak
semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa
advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam
memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota
masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya
pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya
budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum
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sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan
hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi
hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya
advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini
karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau
miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk
mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional
adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin
dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan
mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan
golongan masyarakat lain.

Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta
memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang
memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.
karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian
bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan
pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Oleh karena
itu, organisasi pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan dana bantuan
hukum dari APBN harus dilakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta
memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang
memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

SARAN

1.

Perlunya pengawasan yang intensif dari pemerintah melalui Kementerian
Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Agar
tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum untuk memenuhi hak
konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi bantuan hukum
harus mau berbagi peran dengan pemberi bantuan hukum lainnya. Karena
pemberian bantuan hukum tidak hanya menjadi tugas advokat saja.
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